
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 180/Kep. 204/2024 

TENTANG 
PENETAPAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI 

HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 

BUPATI KERINCI,  

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 
Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi 
Hukum pada Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk 
Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetepkan 
Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai 
Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah 
Kabupaten Kerinci. 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Neraga Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

5. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 
Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi 
Hukum pada Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 867); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2022 Nomor 5); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan. dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6); 

9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2022 Nomor 37). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

Penetapan Tim Penilai Mandiri Indeks 
Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten 
Kerinci. 

: Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks 
Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten 
Kerinci sebagaimana tercanturn pada 
larnpiran keputusan mi. 
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